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PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Pkj

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis
hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Pangkajene, 04 Januari 1983 (40 Tahun), agama
Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dan
berdomisili elektronik di nurXXXX3@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, tempat tanggal lahir Pangkajene, 08 Februari 1983 (40 Tahun), agama
Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Penjual lkan di PasarPangkep, bertempat
tinggal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04
Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada
tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.PKj,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2004, Pernikahan Penggugat dan
Tergugat tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkajene,
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai
Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxx, tertanggal 27 April 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di
kediaman orang tua Penggugat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi

Sulawesi Selatan;
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. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5

(lima) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, tempat dan tanggal lahir
Palampang, 05 Oktober 2005, usia 18 tahun;

3.2. ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMP, tempat dan
tanggal lahir Palampang, 10 Mei 2007, usia 15 tahun;

3.3,  ANAK 3, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, tempat dan tanggal lahir
Palampang, 19 September 2012, usia 11 tahun;

3.4. ANAK 4, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, tempat dan tanggal
lahir Pangkajene dan Kepulauan, 27 Juni 2016, usia 7 tahun;

3.5.  ANAK 5, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, tempat dan tanggal
lahir 27 Juni 2016, usia 7 tahun;

Kelima anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa sejak awal pernikahan , keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan
pertengkaran;

5. Adapun alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran oleh karena:

5.1 Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

5.2  Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
terhadap Penggugat;

5.3  Tergugat sering marah dan kasar terhadap Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman
orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah
tempat tinggal;

7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi
komunikasi yang baik;

8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun belum berhasil;

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi
Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh

menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
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=2 10.Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara

ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider :
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo

et bono)

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah memanggil Penggugat dan
Tergugat, namun selama masa tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir
untuk menghadiri persidangan dan tidak menghadirkan wali ataupun kuasanya di
Pengadilan Agama Pangkajene sehubungan dengan gugatan Cerai Gugat tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak
hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak
ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut
hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat dan Tergugat

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir di
persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat patut dianggap sebagai pihak
yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dianggap
sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan
gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka
Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian
Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Pangkajene pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan
tanggal 6 Jumadil akhir 1445 Hijriah oleh oleh Padhlilah Mus, S.H.l., M.H.., sebagai
Ketua Majelis, llyas, S.HI., M.H., dan Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.., masing-masing

sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga
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alam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh Muh. Hasbi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya
Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.
Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd. ttd.
llyas, S.HI., M.H. Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.
Muh. Hasbi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses ‘Rp 100.000,00
- Panggilan :Rp 28.000,00
- PNBP ' Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
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